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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Setelah melalui pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya 

penulis telah sampai pada akhir dari penulisan hukum ini. Hukum di Indonesia 

harus menjunjung tinggi hak-hak masyarakatnya tanpa adanya diskriminisai 

sesuai dengan apa yang telah ditulis dalam UUD 1945 yaitu memperlakukan 

dan melihat semua masyarakat di Indonesia sama di hadapan hukum. Pasal 285 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa seorang anak luar kawin yang diakui 

setelah terjadinya perkawinan yang baru (bapak atau ibunya telah menikah lagi) 

dan melahirkan seorang ahli waris sah (anak) maka anak luar kawin yang diakui 

tersebut tidak dapat mendapatkan hak waris dari orangtua yang mengakuinya 

karena dapat merugikan ahli waris sah dari perkawinan yang baru.  

Sebagimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Putusan MK No. 

46/PUU-VII/2010 menyebutkan bahwa seorang anak luar kawin yang terbukti 

memiliki hubungan darah dengan orangtua yang mengakuinya melalui ilmu 

pengetahuan dan teknologi maka kedudukan anak luar kawin tersebut 

samahalnya seperti anak sah seandainya mereka dilahirkan pada perkawinan 

yang sah dan anak tersebut dapat menikmati hak-hak nya selayaknya mereka 

adalah anak sah. Selain itu Pasal 863 KUHPerdata menyebutkan bahwa seorang 

apabila seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keturunan yang 

sah dan/atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang 

diakuinya dapat mewarisi 1/3 bagian dari yang diterima yang andaikan mereka 

adalah anak sah. Melalui dua peraturan tersebut dapat membantahkan 

pernyataan dari Pasal 285 KUHPerdata sehingga Pasal 285 KUHPerdata dapat 

dikatakan tidak berfungsi lagi karena anak luar kawin yang diakui akan tetap 

mendapatkan hak warisnya diluar pengakuannya sebelum atau sesudah 
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terjadinya perkawinan baru. Mengingat bahwa belum adanya aturan khusus 

mengenai perlindungan hak waris terhadap anak luar kawin yang diakui setelah 

terjadinya perkawinan maka peraturan yang dapat digunakan untuk melindungi 

hak waris anak tersebut yaitu Pasal 863 KUHPerdata dan Putusan MK No. 

46/PUU-VII/2010 maka anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya 

perkawawinan akan mendapatkan harta peninggalan waris 1/3 bagian . 

5.2 Saran 

Pasal 285 KUHPerdata mempersempit hak dari anak luar kawin yang diakui 

setelah terjadinya perkawinan terutama hak untuk mewarisi harta dari orangtua 

biologisnya. Hal ini jelas telah melanggar Pasal 28B ayat (2) serta Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945 karena telah merugikan sang anak luar kawin tersebut yang 

sebagaimana disebut oleh Putusan MK No. 46 sebagai anak luar kawin yang 

terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebagaimana harusnya 

anak sah mendapatkan bagian dari harta waris orangtua bilogisnya  

Melalui kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat mengajukan 

saran yaitu, hak waris dari seorang anak yang diakui oleh orangtua biologisnya 

sebelum dan setelah terjadinya perkawinan seharusnya disamakan karena anak 

tersebut menurut Putusan MK No. 46 sama-sama merupakan anak yang sah 

(apabila telah terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi). Bagian waris 

dari anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan tersebut 

mendapatkan 1/3 bagian sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pasal 863 

KUHPerdata. Ketentuan mengenai pengecualian hak waris terhadap anak luar 

kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan karena merugikan ahli waris 

sah dari perkawinan baru yang disebut dalam Pasal 285 KUHPerdata 

seharusnya tidak berlaku lagi karena dengan adanya Putusan MK No. 46 dan 

Pasal 863 KUHPerdata maka Pasal 285 KUHPerdata tersebut sudah tidak 

berfungsi lagi. 
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